LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2011 Nomor : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan
perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi  Kebijakan Umum  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan

Mengingat :

1.

-2-

Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2011,

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2011,

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan(
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4837)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

10.

11.

12.

13.
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun
1986 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kota Madya Daerah Tingkat Il Tegal dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Tegal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3321);

Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416);
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

15.

16.

17.

18.

19.

2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5403);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);
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20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

21.

22.

23.

24.

2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintanh Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4616);
Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);



25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Peraturan Pemerintanh Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
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31.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN
ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2011 semula berjumlah Rp.1.161.684.748.000,00
bertambah sejumlah Rp. 61.078.156.010,00 sehingga
menjadi Rp.1.222.762.904.010,00 dengan rincian sebagai
berikut :
1. Pendapatan Daerah
a. Semula : Rp. 1.138.772.959.000,00
b. Bertambah . Rp. 50.770.571.000,00
Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan Rp. 1.189.543.530.000,00

2. Belanja Daerah :
a. Semula : Rp. 1.154.506.798.000,00
b. Bertambah : Rp. 61.078.156.000,00




Jumlah Belanja

Setelah Perubahan Rp. 1.215.584.954.010,00

Surplus/ (Defisit) (Rp. 10.307.585.010,00)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan

Pembiayaan Neto
Setelah Perubahan

Sisa lebih Anggaran
Tahun Berkenaan

Pasal 2

: Rp. 22.911.789.000,00
: Rp. 10.307.586.000,00

Rp. 33.219.374.010,00

: Rp. 7.177.950.000,00
: Rp. 0,00

Rp. 7.177.950,000,00

Rp.10.307.585.010,00

. Rp. 0,00

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Pendapatan
Asli Daerah

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Berkurang

: Rp. 83.974.505.000,00
: Rp. 4.275.086.000,00

: Rp. 88.249.591.000,00

: Rp. 818.703.478.000,00
: Rp.  (9.411.269.000,00)
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Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubahan Rp. 809.292.209.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1) Semula : Rp. 236.094.976.000,00
2) Bertambah : Rp. (55.906.754.000,00)
Jumlah Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang sah
Setelah Perubahan :Rp. 292.001.730.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah
1) Semula : Rp. 22.853.771.000,00
2) Bertambah . Rp. 501.332.000,00
Jumlah Pajak
Daerah Setelah
Perubahan

Rp. 23.355.103.000,00

b. Retribusi Daerah
1) Semula : Rp. 12.280.785.000,00
2) Berkurang : Rp. (254.909.800,00)
Jumlah Retribusi
Daerah Setelah

Perubahan : Rp. 12.025.875.200,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

1) Semula : Rp. 4.405.341.000,00
2) Bertambah . Rp. 0,00
Jumlah Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan Rp. 4.405.341.000,00




(3)
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula : Rp. 44.434.608.000,00
2) Bertambah : Rp. 4.028.663.800,00
Jumlah Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
Setelah Perubahan :Rp. 48.463.271.800,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula : Rp. 53.197.678.000,00
2) Berkurang . Rp. (9.018.262.000,00)
Jumlah Bagi Hasil
Setelah Perubahan Rp. 44.179.416.000,00

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula : Rp. 704.172.500.000,00
2) Berkurang : Rp. (393.007.000,00)
Jumlah Dana
Alokasi Umum
Setelah Perubahan :Rp. 703.779.493.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula : Rp. 61.333.300.000,00
2) Bertambah . Rp. 0,00
Jumlah Dana
Alokasi Khusus
Setelah Perubahan : Rp. 61.333.300.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Hibah
1) Semula : Rp. 117.012.000,00
2) Bertambah . Rp. 0,00
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Jumlah Hibah Setelah
Perubahan Rp. 117.012.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya
1) Semula : Rp. 36.004.851.000,00
2) Bertambah . Rp. 403.890.000,00
Jumlah Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
Setelah Perubahan : Rp. 36.408.741.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula : Rp. 165.521.033.000,00
2) Bertambah : Rp. 46.836.694.000,00
Jumlah Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Setelah Perubahan : Rp. 212.357.727.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya
1) Semula : Rp. 34.452.080.000,00
2) Bertambah : Rp. 8.666.170.000,00
Jumlah Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah Daerah
lainnya Setelah
Perubahan . Rp. 43.118.250.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula : Rp. 739.087.232.000,00
2) Bertambah : Rp. 44.067.903.010,00
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Jumlah Belanja Tidak
Langsung Setelah
Perubahan

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Belanja
Langsung Setelah
Perubahan

: Rp. 83.155.138.010,00

: Rp. 415.419.566.000,00
: Rp. 17.010.250.000,00

Rp. 32.429.816.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Belanja
Pegawai Setelah
Perubahan

b. Belanja Bunga
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Belanja
Bunga Setelah
Perubahan

c. Belanja Hibah
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah Belanja
Hibah Setelah
Perubahan

d. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula
2) Bertambah

: Rp. 655.142.772.000,00
- Rp. 44.912.137.010,00

Rp.700.054.909.010,00

: Rp. 368.688.000,00
: Rp. 0,00

Rp. 368.688.000,00

: Rp. 7.670.156.000,00
: Rp. 0,00

Rp. 7.670.156.000,00

: Rp. 27.561.924.000,00
: Rp.  1.974.752.000,00
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Jumlah Belanja
Bantuan Sosial
Setelah Perubahan

Belanja Bagi

Rp. 29.536.676.000,00

Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Belanja
Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah
Desa Setelah
Perubahan

Belanja Bantuan

: Rp. 1.602.273.000,00
: Rp. 185.217.000,00

Rp. 1.787.490.000,00

Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula

2) Berkurang
Jumlah Belanja
Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah
Desa Setelah
Perubahan

Belanja Tidak Terduga

1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Belanja
Tidak Terduga
Setelah Perubahan

: Rp. 44.241.419.000,00
: Rp. (3.167.800.000,00)

Rp. 41.073.619.000,00

: Rp. 2.000.000.000,00
: Rp.  163.600.000,00

Rp. 2.663.600.000,00
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Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah Belanja
Pegawai Setelah
Perubahan

: Rp. 49.482.967.520,00
: Rp. (1.137.295.100,00)

Rp. 48.345.672.420,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula : Rp. 165.979.009.952,00
2) Bertambah . Rp. 7.489.998.540,00
Jumlah Belanja
Barang dan Jasa
Setelah Perubahan Rp.173.469.008.492,00

c. Belanja Modal
1) Semula : Rp. 199.957.588.528,00
2) Bertambah : Rp. 10.657.546.560,00
Jumlah Belanja
Modal Setelah
Perubahan

Rp.210.615.135.088,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pembiayaan
Daerah Setelah
Perubahan

: Rp. 22.911.789.000,00
: Rp. 10.307.585.010,00

Rp. 33.219.374.010,00

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula : Rp. 7.177.950.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
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Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Setelah

Perubahan Rp. 7.177.950.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Silpa Tahun Anggaran

1) Semula : Rp. 22.511.789.000,00
2) Bertambah : Rp. 10.307.585.000,00
Jumlah Silpa

Tahun Anggaran
Sebelumnya Setelah

Perubahan Rp. 7.177.950.000,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Semula : Rp. 400.000.000,00
2) Bertambah . Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan
Kembali Pemberian
Pinjaman Rp. 400.000.000,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan
1) Semula : Rp. 7.000.000.000,00
2) Bertambah . Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan
Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
Setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula : Rp. 177.950.000,00

2) Bertambah . Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran

Pokok Utang Setelah
Perubahan

Rp. 177.950.000,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.  Lampiran Il Ringkasan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintah Daerah
dan Organisasi;

3. Lampiran lll  Rincian Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan ;

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja
menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Program dan Kegiatan;

5. LampiranV Rekapitulasi Perubahan Belanja
Daerah  Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai Per
Golongan dan Per-Jabatan;

7. Lampiran VIl Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun
Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalan Tahun Anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penggundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 28 Oktober 2011

WAKIL BUPATI TEGAL
Cap.Ttd
MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 28 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL
Asisten Administrasi Umum
Cap.ttd
HARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2011
NOMOR 9



